BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehadiran PII tidak dapat dilepaskan dari konteksnya sebagai bagian
dari gerakan Islam pada umumnya dan pergerakan yang berorientasi ke-
Indonesia-an pada khususnya. PII dilatarbelakangi oleh motivasi ke-Islam-an
sebagai respon atas keterpecahbelahan umat Islam. Dari respon atas
fenomena pembelahan kelompok pelajar Islam menjadi pelajar umum dan
pelajar santri, kemudian berkembangt motivasi yang lebih yaitu sebagai
respon atas moderenisasi yang dijalankan negara. Sebagaimana organisasi
Islam lainnya PII pun beupaya memoderenkan umat Islam sekaligus
merespon moderenisasi yang berjalan akibat persentuhan umat Islam dengan
nilai-nilai budaya Barat.

1. Motivasi yang mendorong berdirinya PIl dikarenakan dua hal yang
mendasar: pertama motivasi kelslaman dan yang kedua adalah
motivasi kebangsaan. Kemudian yang menjadi faktornya adalah
dualism sistem pendidikan di kalangan umat Islam yang merupakan
hasil dari warisan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Hal tersebut

kemudian diimplementasikan dalam misi PII yaitu : “ kesempurnaan
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pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dalam Islam bagi segenap
rakyat Indonesia dan umat manusia ”.

Keikiutsertaan militer dalam dunia politik pada masa transisi
memiliki cerita tersendiri, militer yang fungsinya adalah sebagai
benteng untuk mempertahankan Bangsa dan Negara harus
berkecimpung dalam masalah internal negara yang diakibatkan
banyaknya kepentingan politik yang salah satunya adalah agresi
militer yang dilakukan oleh Belanda dan PKI yang mempunyai
kepentingan pribadi atas bangsa ini hingga runtuhnya demokrasi
terpimpin militerpun ikut andil dalam pergelutan politik yang terjadi
di Indonesia.

. Sebagai organisasi pelajar tertua di Indonesia PII turut terlibat dalam
dinamika sosial politik juga turut berjuang mengangkat senjata
untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, pada
tanggal 21 Juli Belanda melakukan Agresi Militernya yang pertama
dan ikut melibatkan PIl sebagai Brigade pertahanan bangsa yang
tergabung dengan Tentara Republik Indonesia, Hizbullah, Sabilillah,
Tentara Pelajar, Mujahidin dan Angkatan Perang Sabil. PIl sebagai
organisasi independen juga terlibat dalam upaya menurunkan
Soekarno dari jabatannya dengan aksi yang diseput TRITURA atau

tiga tuntutan rakyat. Selain itu juga saat pemerintahan dikendalikan
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oleh Soeharto masa Orde Baru PII memiliki hubungan yang kurang
harmonis dengan pemerintah, karena banyaknya kebijakan tidak
sesuai dengan yang diharapkan masyrkat maupun PII itu sendiri.
Sampai pemerintah menyatakan bahwa PII tidak diakui karena tidak
memenuhi  persyaratan undang-undang dan semua kegiatan PII
dilarang.
B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil judul “Kiprah

Pelajar Islam Indonesia (PIl) Dalam Kancah Perpolitikan Pada Masa

Transisi Pemerintahan di Indonesia Tahun 1965-1967” adalah sebagai

berikut:

1. Bagi pemerintah Indonesia khususnya lembaga-lembaga yang
berperan penting terhadap kemajuan bangsa Indonesia, agar dapat
meningkatkan kualitas pendidikan, politik, kebudayaan maupun
kesejahteraan rakyat.

2. Bagi IAIN “SMH” Banten agar melakukan penelitian yang lebih di
fokuskan terhadap peran Pelajar dalam kancah perpolitikan di
Indonesia.

3. Kepada Mahasiswa IAIN “SMH” Banten besar harapan agar bisa
menjadi alumni sekaligus menjadi penerus dan membawa

perubahan terhadap kondisi bangsa Indonesia menjdi lebih mulia.
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4. Untuk organisasi Pelajar Islam Indonesia (PIl) sebagai asset
cultural masyarakat maupun sebagai asset structural ada hal-hal
yang tidak boleh dilupakan, yaitu pertumbuhan penduduk dan
ketimpangan dalam dunia pendidikan seperti masalah buta huruf

dan hak anak atas pendidikan.



